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PERATURAN BUPATE KVTAI KARTANEGARA

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN

PROGRAM DESA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menilnbang  i a.bah、 va bebcrapa ketentuan dalall■ Peraturan Bupati
Kabupatcn Klltai Kartancgara Notp.or 31 Tahun
2012 tcntang ⅣIckanismc Pclaksanaan Program
Desa lllandiri, pcritl dilakukan penycmptlrnaan
sesuai dcngan peraturan perundang― undangan dan
kcbutuhan pengaturan penyelcnggaFaan Program
Desa Mandiri;

b.ball、va berdasarkan pertimbangan  sebagailnana
dill■aksud  dalam huruf a,  perlu mcnetapkall
pcrattlran Bupati Kabtlpatcn K■ltai Kartancgara
tentang Perubahan Atas Peraturan Btlpati Kutai
Kartancgara Nol12or 31  Tahun  2012  Tentang
Mckanisnlc Pelaksanaan Program Dcsa lⅥ andiril

Mengingat : 1.Undang i」 ndang Nonlor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan l」 ndang-lJndang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesia
Tahtl■  1953 Nomor 9) sebagai undang-1」 ndang
(Lembど an Ncgara Reptlblik lndonesia Tahtln 1959
Nomor 72 Tanbahan Lembaran Ncgara Rcpublik
lndoncsia Nomor 1820);

2.Undang― LTl■dang NomoF 25 Tahun 2004 tentang
Sistcm  Pcrencanaan   Pclnbangunan  Nasional
(Lcmbaran  Negどa  Tahun  2004  Nomor 104,
Tmbahan Lel■ lbaran Ncgara Norl■ or 4421):

Jalan WoLer Monginsidi Kode PoS 7551l Kalimantan ttimur
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2044 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2OO8 tentang
Perubahan Keciua atas Undang Undang Nomat 32
Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3aa\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a3$;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5%a);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2402 tentang
Perubahan Nama kabupaten Kutai Menjadi
Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2OO2 Nomor 13i:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaal dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuu 2AOT

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Ant.ara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737j:

4.

5.

6.

7.

8.

9.



12. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran
NegarJ Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a7a );

13. peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedotnan
Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2l Tahun 2}ll tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. peraturan Menterl Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2OO7 tentang Perencanaan
Peraturan Desa;

15. Peraturan Daerah Katrupaten Kutai Kartanegara
Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembaugunan
Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2008);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 10 Tahun 2A11 tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
10 Tahun 2011).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR

31 TAHUN 2OL2 TENTANG MEI(ANISME
PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor

31 Tahun 2Ol2 tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa

Mandiri, dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 d.iantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan
1 (satu) angka, yaitu angka 7a serta menambah 2 (angka), sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



3.

Pasal l

7a.Desa adalah kcsatuan masyarakat hukunl yang lncnliliki batas―

batasヽvilayah yang benvcnang untuk l■ cngatur dan mcngtlrtls

kcpentingan masyarakat seteinpat.

11.Kclurahan adalah、vilayah kctta ltlrah sebagai pcrangkat dacrah

kabupatcn/kOta dalam wilγah kctta kCCamatan,

12.Camat adalah  pclnilnpin dan koOrdinator penyelenggaraan
pcrllerintahan  di  Vヽilayah  ketta  kCCamatan  yang  dalam
pclaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kcヽ VCnangan

pemerintah dari bupati/ヽvalikOta untuk lllenangani sebagian

urusan otononli daerah, dan mcnyclenggarakan tugas umum
pemerintahan.

2.Ketcntuan Pasa1 8 ayat(2)dirubah, schingga Pasa1 8 町 at(2)

berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 8

(2)Kriteria dan indikator yang dipergunakan untuk mcngukur
keberhasilan Program Dcsa lVfandiri bcrdasarkan bidang urusan
SKPE)akan ditctapkan dengan Kcputusan Bupati.

Kctcntuan Pasa1 9 dirubah,ditanlbah 2(dua)等 at,schintta Pasa1 9

berbunyi sebttai berikut:
Pasa1 9

(1)Kritcria Penctapan lokasi sasaral■  terutama diarahkan pada
dCSa/kelurahan yang dinilai masih sangat kurang atau belum
mallllpu  mcmentlhi  kritcria  dan  indikator  scbagairnana
diinaksud pada pasa1 8勢′at(2),scpCrti kcrl■ iskinan,rcndahnya
akses ckononll,rendahnya kualitas keschatan atau pendidikan.

(2)Penetapan lokasi desa/kclurahan pada ayat(1)diusulkan oleh
Calltat kepada Tirn Koordinasi.

Kctcntuan Pasal 10 dirubah, SChingga Pasa1 10 bcrbunyi scbagai
berikut:

Pasal 10

Lokasi Desa/Kclurahan Mandiri ddε ピn Program Desa Mandiri
ditetapkan dcngan Kcputusan Bupati.

Ketentuan Pasal ll～ rat(1),等 at(2),印at(3)dan ttat(4)huruf a
dirubah,schingga Pasal ll berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 11

(1)Koordinasi dan fasilitasi perrencanaan program dilaksanakan
olch BAPPEDA.

4.

5.



Koordinasi monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Desa

Mandiri dilaksanakan oleh BAPEMAS dan PtrMDES'

untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan proses

perencanaan, pelaksanaan, pengenda-lian, monitoring dan
bva_luasi sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat" (2) akan
dibentuk Tim Koordinasi Program Desa Mandiri dengan
Keputusan BuPati.

a. melakukan pendataan lokasi sasaran desa/kelurahan
berdasarkan indikator Program Desa Mandiri atas usuian
camat;

6.Kctentuan Pasal 12～ rat(1),等at(4)dan ttat(5)dirubah,sehintta

Pasal 12 bcrbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)PCrcncanaan progranl dilaksanakan sccara tcrpadu baik lnelalui
usulan desa/kelurahan maupun berdasarkan perencanaan dari
SKPD;

(4)PerenCanaan  pembangunan  di  tingkat  desa/kelurahan
memperhatikan rcncana ketta pemerintah dacrah dan rencana
ketta SKPD,yang berkaitan dengarl prograII Desa Ⅳlandiri;

(5)SKPD menyusun progr(麺 n dan kcgiatan yang mengarah pada
pcPじvttudan dCSa/kelurahan mandiri,sesuai urusan atau sektor
yang rnettaditugas dan fungsi SKPD.

7.Kctentuan Pasal 13町at(2)dan ttat(3)dirubah,schingga Pasal 13
bcrbunyi scbagai bcrikuti

Pasal 13

(2)Guna lllendapat dukungan pclaksanaan Program dcsa n/1andiri,
SKPD wttib berkOordinasi dcngan cam載 , pemerintah
dCSa/kelurahan scrta、 varga setcmpat;

(3)PelakSanaan  desa/kelurahan  mandiri  perlu  dilakukan
sinkronisasi progr〔 蓮n dalam kegiatan SKPD scktoral terkait
dengan progratr1/kcgiatan yang dilaksanakan pcmerintahan
desa rllelalui ADD atau progranl dalanl kegiatan kclurahan.

7.Ketentuan Pasal 14 ayat(1)dirubah, schingga Pasal 14 berbunyi
scbagai berikut:

Pasal 14

(1)MOnitOring,  cvaluasi dan pcngcndalian tcrhadap  scluruh
program Desa Mandiri dilal(sanakan sccara terpadu olch
Pcmerintah dacrah, yang dikoordinasikan mclalui BAPEMAS
DAN PEMDES;

(2)

(3)

(4)



Pasal Ii

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tcnggarong
pada tangga1 20 Dcsember 2013

BUPATI KUTAI XARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tangga1 23 Desembcr 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI XARTANEGARA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 74

NIP。 196503021994031011


